SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN PADA PERUSAHAAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KLATEN,

bahwa Perusahaan Daerah sebagai Badan Usaha Milik
Daerah mempunyai peran yang cukup penting dalam
pembangunan Daerah dan peningkatan pertumbuhan
perekonomian Daerah Kabupaten Klaten,;

bahwa untuk meningkatkan peran Perusahaan Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didukung
dengan penyertaan modal daerah pada Perusahaan
Daerah tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada
Perusahaan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



Undang-Undang Nomor 5 Tahun1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4357);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun
2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit
Kecamatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri
E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 171);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun
2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 13),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2014
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Kabupaten Klaten pada Perusahaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
113);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 49);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2010
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 55);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2013
tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2013 Nomor 7);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR
13 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN PADA PERUSAHAAN
DAERAH.

Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada Perusahaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 113) pada Pasal 5 ayat (1) huruf g diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 5
(1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk memenuhi modal dasar
yang telah ditetapkan bagi masing-masing Perusahaan Daerah sebagai
berikut :
a. Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten

1. Modal Dasar : Rp.20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar
rupiah).
2. Modal disetor : Rp. 9.942.682.816,79 (Sembilan milyar

sembilan ratus empat puluh dua juta enam
ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus
enam belas koma tujuh puluh sembilan

rupiah).



b. Perusahaan Daerah Air Minum

1. Modal Dasar : Rp.29.000.000.000,00 (Dua puluh sembilan
milyar rupiah).

2. Modal disetor : Rp.21.987.026.682,00 (Dua puluh satu
milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh
juta dua puluh enam ribu enam ratus
delapan puluh dua rupiah).

c. Perusahaan Daerah Aneka Usaha

1. Modal Dasar : Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar
rupiah).
2. Modal Disetor : Rp.4.835.928.693,00 (Empat milyar delapan

ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus
dua puluh delapan ribu enam ratus

sembilan puluh tiga rupiah).

d. Dihapus
e. Perusahaan Daerah BPR BKK Tulung
1. Modal Dasar : Rp.14.700.000.000,00 (Empat belas milyar
tujuh ratus juta rupiah).
2. Modal Disetor : Rp.1.960.000.000,00 (Satu milyar sembilan

ratus enam puluh juta rupiah).
f. Perusahaan Daerah BKK Klaten

1. Modal Dasar : Rp.9.800.000.000,00 (Sembilan Milyar
delapan ratus juta rupiah).

2. Modal Disetor : Rp.2.817.821.327,00 (Dua milyar delapan
ratus tujuh belas juta delapan ratus dua
puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh
rupiah).

g. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten

1. Modal Dasar : Rp.32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua
milyar rupiah).

2. Modal Disetor : Rp.6.400.000.000,00 (Enam milyar empat
ratus juta rupiah).

(2) Rincian Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan

Daerah.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 8 Juli 2015
BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 8 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : 9/2015



1.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

KABUPATEN KLATEN PADA PERUSAHAAN DAERAH

UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 71 ayat (7)
disebutkan bahwa “Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan
apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri “

Perusahaan Daerah diharapkan agar dapat bersaing dan
berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus
dapat meningkatkan pendapatan asli daerah wuntuk m,enunjang
pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi
Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan
bertanggung jawab Dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah
berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat
permodalan Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya dengan
melaksanakan penyertaan modal.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimksud, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang



II.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Perusahaan
Daerah . Penetapan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I : cukup jelas

Pasal II : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 127



